
B U P A T I KAPUAS H U L U 

PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan 

k a r u n i a T u h a n Yang Maha E s a yang 

dalam dir inya melekat harka t dan 

martabat sebagai manus i a seutuhnya, 

serta anak sebagai tunas bangsa 

merupakan generasi penerus ci ta-ci ta 

perjuangan bangsa, memil ik i peran 

strategis, mempunyai c ir i dan sifat 

k h u s u s yang menjamin ke lansungan 

eksistensi bangsa dan negara pada m a s a 

depan, sehingga anak perlu mendapat 

kesempatan se luas- luasnya u n t u k 

mendapatkan kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang secara wajar, 

baik fisik, mental , maupun sosial ; 

b. bahwa di Kabupaten Kapuas H u l u mas ih 

banyak terdapat anak yang perlu 

mendapat perl indungan dar i berbagai 
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Mengingat 

bentuk t indak kekerasan, eksploitasi dan 

keter lantaran; 

c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat , 

keluarga dan orang tua berkewajiban 

serta bertanggung j awab terhadap 

penyelenggaraan perl indungan anak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a, 

h u r u f b, dan h u r u f c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perl indungan 

Anak; 

1. Pasa l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945 

1945; 

2. Undang-undang Nomor 27 T a h u n 1959 

tentang Penetapan Undang-undang 

Darura t Nomor 3 T a h u n 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I I di 

Ka l imantan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) menjadi 

Undang-Undang, (Lembaran Negara 

Republ ik Indonsia T a h u n 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 

1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 

tentang Perl indungan Anak (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah d iubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 T a h u n 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 T a h u n 2002 tentang 

Perl indungan Anak (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 

297, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2012 

tentang Sistem Peradilan P idana Anak 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2012 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5332); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5679); 

Dengan Persetujuan Be r sama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

dan 

B U P A T I KAPUAS H U L U 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK. 
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B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Daerah in i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah ada lah Kabupaten Kapuas Hu lu . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat i sebagai u n s u r penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas 

H u l u . 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Kapuas H u l u . 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang se lanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di L ingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hu lu yang menyelenggarakan u r u s a n Sosia l , 

Pemberdayaan Perempuan, Perl indungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

5. Masyarakat ada lah perorangan, keluarga, kelompok dan 

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

6. Perl indungan Anak adalah segala kegiatan u n t u k menjamin dan 

melindungi anak dan hak -haknya agar dapat hidup, sehat, 

cerdas, dengan harka t dan martabat kemanus iaan serta 

mendapat perl indungan dari keter lantaran, kekerasan dan 

d iskr iminas i . 

7. Anak adalah seseorang yang belum berus ia 18 t ahun (delapan 

belas) t ahun , termasuk anak yang mas ih da lam kandungan. 

8. Anak terlantar adalah anak yang t idak terpenuhi kebutuhan 

bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, 

papan, kesehatan, pendidikan, f isik maupun sosial secara wajar. 

9. Anak Ba l i t a adalah anak yang berus ia 0 sampai dengan 5 t ahun , 

berada dalam tahap perkembangan manus ia . 

10. Anak Us i a sekolah ada lah anak yang berus ia 6 sampai dengan 

18 t ahun . 
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11 . Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang 

mengalami per lakuan sa lah seperti d ianiaya, d ih ina yang 

membahayakan secara fisik, mental dan sosial . 

12. Perdagangan a n a k adalah t indak p idana a tau perbuatan yang 

memenuhi sa lah satu a tau lebih u n s u r - u n s u r perekrutan, 

pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan 

kekerasan a tau ancaman kekerasan, penipuan, pencul ikan, 

penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan , pemnafaatan sosial , 

pemanfaatan posisi kerentanan a tau penjeratan hutang u n t u k 

tu juan dan a tau berakibat mengeksploitasi anak. 

13. Anak Da lam S i tuas i Darura t ada lah anak yang berada dalam 

s i tuas i dan kondis i yang menbahayakan d ir inya seperti anak 

korban ke rusuhan , anak yang menjadi pengungsi, anak korban 

bencana a lam dan anak dalam konfl ik bersenjata. 

14. Anak yang berhadapan dengan h u k u m adalah anak yang 

berkonflik dengan h u k u m a tau anak yang menjadi korban t indak 

pidana. 

15. Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup 

da lam s i tuas i keterpencilan d imana mereka tidak dapat 

mengakses kebutuhan dasar. 

16. Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang d ipaksa dan 

dit ipu u n t u k dipekerjakan oleh orang t u a a tau orang la in dengan 

tidak dibayar a taupun dibayar. 

17. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika dan Zat Adikti f l a innya (NAFZA) adalah anak yang 

menderita ketergantungan terhadap NAPZA, baik a tas kemauan 

sendir i a taupun karena dorongan a tau paksaaan orang la in . 

18. Anak Yang Menyandang Cacat ada lah anak yang mengalami 

hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu 

per tumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 

19. Anak Korban Per lakuan Sa lah ada lah anak yang mendapat 

per lakuan yang tidak sesuai dengan hak -hak anak. 

20. Anak Korban T indak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan 
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per lakuan kasa r baik secara fisik, mental dan sosial . 

2 1 . Anak Berhadapan Dengan H u k u m adalah anak yang telah 

mencapai u s i a 12 t ahun tapi belum mencapai 18 t ahun dan 

belum menikah yang diduga, d isangka, d idakwa a tau di jatuhi 

p idana karena me lakukan t indak p idana a tau dan anak yang 

menjadi korban t indak p idana a tau yang melihat dan/atau 

mendengar sendir i terjadinya sua tu t indak pidana. 

22. Pengangkatan anak adalah mengal ihkan seorang anak dar i 

l ingkungan kekuasaan keluarga orang t u a yang 

sah/wal inya/orang la in yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam l ingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan 

Keputusan/Penetapan Pengadilan. 

23 . Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, 

perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberina 

bantuan biaya dan a tau fasil itas la in u n t u k menjamin tumbuh 

kembang a n a k secara optimal baik fisik, mental , sp ir i tual 

m a u p u n sosial . 

24. Hak Anak adalah bagian dar i h a k asas i m a n u s i a yang wajib 

di jamin, di l indungi dan dipenuhi oleh orang tua , keluarga, 

masyarakat , pemerintah dan negara. 

25 . Pant i Sosial A s u h a n Anak yang se lanjutnya disingkat PSAA 

adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik 

mi l ik pemerintah maupun masyarakat yang me laksanakan 

kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak . 

26. R u m a h Perl indungan Anak yang se lanjutnya disingkat RPA 

adalah wadah pembinaan dan pelayanan anak yang mengalami 

masa lah dengan kegiatan pendampingan, bimibingan sosial, 

perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, pendidikan dan 

kesehatan yang bersifat temporer/sementara sebelum 

di integrasikan pada keluarganya. 

27. T a m a n Penitipan Anak yang se lanjutnya disingkat TPA adalah 

wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak u s i a 0-5 
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t ahun yang orang tuanya t idak mempunyai kemauan dan 

kemampuan serta kesempatan dalam h a l pengasuhan anak, yang 

d imungk inkan u n t u k menyelenggarakan pelayanan kelompok 

bermain. 

28. Kelompok bermain/Play Group ada lah wadah u s a h a 

kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan 

menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi a n a k u s i a 3 

t ahun sampai dengan memasuk i pendidikan dasar. 

29. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, a tau ayah dan/ 

a tau ibu t ir i , a tau ayah dan/ a tau ibu angkat. 

30. Wal i ada lah orang a tau badan yang da lam kenyataannya 

menja lankan kekuasaan a s u h sebagai orang t u a terhadap anak. 

3 1 . Keluarga adalah un i t terkecil da lam masyarakat yang terdiri dar i 

suami isteri dan anaknya , a tau ayah dan anaknya , a tau ibu dan 

anaknya , a tau keluarga sedarah da lam garis l u r u s keatas a tau 

kebawah sampai derajat ketiga. 

32. Perl indungan K h u s u s adalah sua tu bentuk perl indungan yang 

diterima oleh anak dalam s i tuas i dan kondisi tertentu u n t u k 

mendapatkan j a m i n a n r a s a aman terhadap ancaman yang 

membahayakan dir i dan j i w a da lam tumbuh kembangnya. 

Setiap anak berhak: 

a. u n t u k dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesua i dengan harka t dan martabat kemanus ian , 

serta mendapat pel indungan dar i t indak kekerasan, eksploitasi 

dan keter lantaran; 

b. a tas sua tu n a m a sebagai identitas dir i dan s tatus 

kewarganegaraan; 

c. u n t u k beribadah menurut agamanya dan bimbingan orang tua ; 

B A B I I 

HAK DAN K E W A J I B A N ANAK 

Pasa l 2 
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d. u n t u k mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan d iasuh oleh 

orang tuanya sendiri ; 

e. memperoleh pelayanan kesehatan; 

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan 

bakatnya; 

g. menyatakan dan di dengar pendapatnya; 

h . berist irahat dan memanfaatkan wak tu luang demi pengembangan 

dir i ; 

i . memperoleh perl indungan dar i penyalahgunaan dalam kegiatan 

politik, pelibatan perist iwa yang mengandung u n s u r kekerasan, 

pelibatan da lam peperangan, sasa ran penganiayaan, penyiksaan 

a tau penjatuhan h u k u m a n yang t idak manus iaw i dan pelibatan 

a n a k dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan 

j . memperoleh h a k la innya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasa l 3 

Setiap a n a k berkewajiban un tuk : 

a . menghormati orang tua , wa l i dan guru; 

b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 

c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; 

d. menuna ikan ibadah sesua i a jaran agamanya; dan 

e. me laksanakan et ika dan akh lak mul ia . 

B A B I I I 

K E D U D U K A N ANAK 

Bag ian Kesatu 

Identitas Anak 

Pasa l 4 

(1) Identitas setiap anak wajib diber ikan sejak ke lahirannya. 

(2) Identitas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tuangkan dalam 

a k t a ke lah i ran. 

(3) Pembuatan a k t a ke lah i ran d idasarkan pada sura t keterangan dar i 

orang yang menyaks ikan dan/atau membantu proses ke lahiran. 

(4) Da lam ha l a n a k yang proses ke lah i rannya t idak diketahui , dan 
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orang tuanya t idak diketahui keberadaannya, pembuatan a k t a 

ke lah i ran u n t u k anak tersebut d idasarkan pada keterangan orang 

yang menemukannya dengan disertai Ber i ta Acara Pemeriksaan 

(BAP) dar i Kepolisian. 

(5) Pembuatan a k t a ke lah i ran menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah. 

Bagian Kedua 

Anak D i l ah i rkan dar i Perkawinan Campuran 

Pasa l 5 

(1) J i k a terjadi perkawinan campuran an ta ra warga negara Republ ik 

Indonesia dan warga negara asing, anak yang d i lah i rkan dar i 

perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ganda 

terbatas sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Da lam h a l terjadi perceraian dar i perkawinan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), anak berhak memil ih a tau berdasarkan 

pu tusan pengadilan, berada dalam pengasuhan sa lah sa tu dar i 

kedua orang tuanya . 

(3) Da lam ha l terjadi perceraian sebagaimana d imaksud pada ayat 

(2), sedangkan a n a k belum mampu menentukan pi l ihan, dan 

ibunya kewarganegaraan Republ ik Indonesia, demi kepentingan 

terbaik anak a tau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah 

berkewajiban mengurus s tatus kewarganegaraan Republik 

Indonesia bagi anak tersebut. 

B A B IV 

P E N Y E L E N G G A R A A N PERL INDUNGAN ANAK 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasa l 6 

(1) Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi 

Sosia l , masyarakat , orang t u a dan keluarga berkewajiban 
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memberi perlindungan bagi anak yang meliputi: 

a. anak dalam kandungan; 

b. anak dibawah l ima tabun (Balita); 

c. anak us i a sekolah; 

d. anak terlantar; dan 

e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus . 

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) d i lakukan dengan: 

a. kebijakan, program dan mekanisme tentang: 

1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan 

dan pengembangan sistem informasi anak; 

2. penanganan secara terpadu un tuk anak yang 

menjadi korban kekerasan, per lakuan salah, 

eksploitasi dan penelantaran; 

3. j aminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi 

korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, 

eksploitasi dan penelantaran meliputi: 

a. layanan pemulihan dan pemeliharaan 

kesehatan; 

b. kelangsungan layanan pendidikan; 

c. layanan psikososial; dan 

d. layanan bantuan hukum. 

4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi: 

a. konseling; 

b. pendidikan pengasuhan anak; 

c. mediasi keluarga; dan 

d. dukungan ekonomi. 

b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui 

sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai: 

1. hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; 

dan 

2. dampak buruk kekerasan, per lakuan salah, 

eksploitasi dan penelantaran anak. 

c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak 

dalam bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan 
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tenaga penyedia layanan yang meliputi: 

1. kesehatan; 

2. pendidikan; 

3. psikososial ; 

4. pengasuhan; dan 

5. bantuan h u k u m . 

d. meningkatkan kemampuan anak u n t u k mengenali resiko 

dan bahaya NAPZA serta dar i s i tuas i a tau perbuatan yang 

dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, per lakuan 

sa lah, dan penelantaran. 

e. memfasil i tasi tersedianya k a w a s a n l ingkungan yang r amah 

bagi tumbuh kembang anak, meliputi : 

1. zona a m a n sekolah; 

2. kawasan tanpa asap rokok; 

3. taman cerdas; 

4. pojok baca; dan 

5. pusat ekspresi dan apresiasi . 

(3) Penyelenggaraan perl indungan anak sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) h u r u f a sampai dengan h u r u f d d i l akukan dan 

dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi u r u s a n perl indungan 

(4) Penyelenggaraan perl indungan anak sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) h u r u f e d i l akukan oleh OPD terkait berkoordinasi dengan 

OPD yang membidangi u r u s a n perl indungan anak. 

Perl indungan anak da lam kandungan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 6 ayat (1) h u r u f a d i l akukan melalui : 

a . penyediaan sa rana dan fasil itas pemeriksaan a n a k da lam 

kandungan; 

b. pemberian makanan bergizi, imunisas i , serta layanan konseling 

j iwa , gigi dan mulu t bagi ibu hami l ; 

anak. 

Paragraf 1 

Perl indungan Anak Da lam Kandungan 

Pasa l 7 
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c. penyediaan pelayanan pencegahan aborsi; 

d. pemberian pelayanan proses persal inan yang cepat dan tepat; 

e. pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak saat 

proses persal inan dan setelah pasca persal inan; dan 

f. pemberian layanan pencegahan penularan HIV A IDS dar i ibu ke 

anak. 

Paragraf 2 

Perl indungan Anak Dibawah L i m a T a h u n 

Pasa l 8 

(1) Perl indungan anak bagi anak bal i ta sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 6 ayat (1) h u r u f b meliputi: 

a . pemberian A S I Eksk lus i f ; 

b. pemberian makanan bergizi dan imun isas i lengkap; 

c. pemberian pelayanan program st imulas i deteksi dan 

interpensi d in i tumbuh kembang anak; 

d. pemberian layanan kesehatan gigi dan mulu t bagi anak 

balita; 

e. penyediaan ruangan k h u s u s menyusui (ruang laktasi) pada 

tempat u m u m dan perkantoran, ins tans i pemerintah 

m a u p u n non pemerintah sesua i syarat-syarat ruang 

laktas i ; 

f. penyediaan tempat penitipan anak; dan 

g. penyediaan tempat bermain. 

(2) Perl indungan anak bagi anak bal i ta dapat d i l aksanakan melalui 

model PSTPA dan/atau Kelompok Berma in (Play Group). 

(3) PSTPA dan/atau kelompok bermain (Play Group) sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dar i OPD 

terkait; 

b. memil ik i Sumber Daya Manus ia dan Sumber D a n a yang 

memadai u n t u k mengelola PSTPA dan/atau Kelompok 

Bermain ; dan 
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c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman 

Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain. 

Pasal 9 

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup 

pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan 

psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan 

kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan 

kesehatan. 

(1) Perlindungan anak bagi anak us i a sekolah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huru f c meliputi: 

a . mendapat perhatian dan kas ih sayang dari keluarga; 

b. mendapat bimbingan agama; 

c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan 

rehabilitasi kesehatan; 

d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tabun dan 

dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung 

oleh l ingkungan yang ramah dan kondusif; 

e. program beasiswa; 

f. program anak a suh dan bimbingan konseling; dan 

g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang 

memadai. 

(2) Setiap orang dan/ atau pihak manapun wajib melindungi anak 

us ia sekolah dari t indakan kekerasan dilingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak 

us ia sekolah dari t indakan memberhentikan dan/atau 

mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus 

sekolah. 

Paragraf 3 

Perlindungan Bagi Anak Us ia Sekolah 

Pasal 10 
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Paragraf 4 

Perl indungan Bagi Anak Ter lantar 

Pasa l 11 

(1) Perl indungan anak bagi anak ter lantar sebagaimana d imaksud 

dalam Pasa l 6 ayat (1) h u r u f d ya i tu anak yang orang tuanya 

t idak mempunyai kemampuan dan kemauan memel ihara anak 

d i l aksanakan mela lui bentuk pelayanan Pant i dan Non Pant i . 

(2) Ben tuk Pelayanan Panti sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l aksanakan melalui R u m a h Perl indungan Anak (RPA) dan Pant i 

A s u h a n Anak (PSAA) baik mi l ik pemerintah maupun masyarakat . 

(3) Ben tuk pelayanan Non Panti sebagaimana d imaksud ayat (2) 

d i l aksanakan da lam l ingkungan keluarga a tau masyarakat yang 

t idak berbentuk lembaga. 

(4) RPA dan PSAA mi l ik masyarakat sebagaimana pada ayat (3) 

h a r u s memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a . terdaftar dan mendapat rekomendasi dar i OPD teknis; 

b. memil ik i sumber daya m a n u s i a dan sumber dana yang 

memadai u n t u k mengelola RPA dan PSAA; dan 

c. memil iki s a r a n a dan prasarana yang telah di tentukan 

da lam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA. 

Paragraf 5 

Perl indungan Anak yang Membutuhkan Perl indungan K h u s u s 

Pasa l 12 

Perl indungan Anak yang Membutuhkan Perl indungan K h u s u s 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (1) h u r u f e diber ikan pada: 

a . Anak da lam s i tuas i darurat ; 

b. Anak yang berhadapan dengan h u k u m ; 

c. Anak dar i kelompok minoritas dan terisolasi; 

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksua l ; 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkot ika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adikt i f la innya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 
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g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h . Anak korban pencul ikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 

i . Anak korban Kekerasan fisik dan/atau ps ik is ; 

j . Anak korban kejahatan seksua l ; 

k. Anak korban jar ingan terorisme; 

1. Anak Penyandang Disabi l i tas; 

m. Anak korban per lakuan sa lah dan penelantaran; 

n . Anak dengan per i laku sosial menyimpang; dan 

o. Anak yang menjadi korban st igmatisasi dar i pelabelan terkait 

dengan kondis i Orang Tuanya . 

Pasa l 13 

Perl indungan k h u s u s bagi anak dalam s i tuas i darurat terdiri atas: 

a . Anak yang menjadi pengungsi; 

b. Anak korban ke rusuhan ; 

c. Anak korban bencana a lam; dan 

d. Anak dalam s i tuas i konflik bersenjata. 

Pasa l 14 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak yang berhadapan dengan h u k u m 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f (b) d i l akukan melalui : 

a . per lakuan secara manus iaw i dengan memperhat ikan kebutuhan 

sesua i dengan umurnya ; 

b. pemisahan dar i orang dewasa; 

c. pemberian bantuan h u k u m dan bantuan la in secara efektif; 

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional ; 

e. pembebasan dar i penyiksaan, penghukuman, a tau per lakuan 

la in yang kejam, t idak manus iaw i serta merendahkan martabat 

dan derajatnya; 

f. penghindaran dar i penjatuhan p idana mat i dan/atau p idana 

seumur hidup; 

g. penghindaran dar i penangkapan, penahanan a tau penjara, 

kecua l i sebagai upaya terakhir dan dalam w a k t u yang paling 

singkat; 

h . pemberian keadi lan di m u k a pengadilan Anak yang objektif, t idak 
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memihak, dan da lam sidang yang tertutup u n t u k u m u m ; 

i . penghindaran dar i publ ikas i a tas identitasnya, 

j . pemberian pendampingan Orang Tua/Wal i dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. pemberian advokasi sosial ; 

1. pemberian kehidupan pribadi; 

m. pemberian aksesibi l i tas, terutama bagi Anak Penyandang 

Disabi l i tas; 

n . pemberian pendidikan; 

o. pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. pemberian h a k la in sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasa l 15 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak dar i kelompok minoritas dan terisolasi 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f c d i l akukan melalui 

penyediaan prasarana dan s a r a n a u n t u k dapat menikmat i budayanya 

sendiri , mengakui dan me laksanakan a jaran agamanya sendiri , dan 

menggunakan bahasanya sendiri . 

Pasa l 16 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksua l sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f d 

d i l akukan melalui : 

a. penyebarluasan dan/atau sosia l isasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Perl indungan Anak 

yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksua l ; 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanks i ; dan 

c. pelibatan berbagai perusahaan, ser ikat pekerja, lembaga swadaya 

masyarakat , dan Masyarakat da lam penghapusan eksploitasi 

terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksua l . 

Pasa l 17 

Perl indungan k h u s u s bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkot ika, alkohol, psikotropika, dan zat adikt i f l a innya sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f e dan Anak yang terlibat dalam 
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produksi dan d istr ibusinya d i l akukan melalui upaya pengawasan, 

pencegahan, perawatan, dan rehabil itasi. 

Pasa l 18 

(1) Perl indungan K h u s u s bagi Anak yang menjadi korban pornografi 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f f d i l aksanakan 

melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemul ihan 

sosial , kesehatan f isik dan mental . 

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemul ihan sosial , kesehatan 

fisik dan mental sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l aksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(1) Perl indungan K h u s u s bagi Anak yang menjadi korban pornografi 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f f d i l aksanakan 

melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemul ihan 

sosial , kesehatan f isik dan mental . 

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemul ihan sosial , kesehatan 

fisik dan mental sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(1) Perl indungan K h u s u s bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau 

ps ik is sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f i d i l akukan 

mela lui upaya: 

a . penyebarluasan dan sosia l isasi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melindungi Anak korban t indak 

Kekerasan; dan 

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanks i . 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak korban kejahatan seksua l 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f j d i l akukan mela lui 

upaya: 

Pasa l 19 

Pasa l 20 

Pasa l 2 1 
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a. edukas i tentang kesehatan reproduksi , n i la i agama, dan n i la i 

kesus i laan ; 

b. rehabi l i tasi sosial ; 

c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemul ihan; dan 

d. pemberian perl indungan dan pendampingan pada setiap tingkat 

pemeriksaan mula i dar i penyidikan, penuntutan, sampai dengan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Pasa l 22 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak korban jar ingan terorisme 

sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f k d i l akukan melalui 

upaya: 

a. edukas i tentang pendidikan, ideologi, dan n i la i nasional isme; 

b. konseling tentang bahaya terorisme; 

c. rehabi l i tasi sosial ; dan 

d. pendampingan sosial . 

Pasa l 23 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak Penyandang Disabi l i tas sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f 1 d i l akukan melalui upaya: 

a. per lakuan Anak secara manus iaw i sesua i dengan martabat dan 

Hak Anak; 

b. pemenuhan kebutuhan k h u s u s ; 

c. per lakuan yang s a m a dengan Anak la innya u n t u k mencapai 

integrasi sosial sepenuh mungk in dan pengembangan individu; 

dan 

d. pendampingan sosial . 

Pasa l 24 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak korban per lakuan sa lah dan 

penelantaran sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12 h u r u f m 

d i l akukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, 

konseling, rehabi l i tasi sosial , dan pendampingan sosial . 
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Pasa l 25 

Perl indungan K h u s u s bagi Anak dengan per i laku sosial menyimpang 

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 12 h u r u f n d i l akukan mela lui 

bimbingan n i la i agama dan n i la i sosial , konseling, rehabi l i tasi sosial , 

dan pendampingan sosial . 

Pasa l 26 

Perl indungan k h u s u s bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dar i 

pelabelan terkait dengan kondisi Orang T u a n y a sebagaimana d imaksud 

da lam Pasa l 12 h u r u f o d i l akukan melalui konseling, rehabil i tasi sosial , 

dan pendampingan sosial . 

Bagian Kedua 

Perwal ian 

Pasa l 27 

(1) Da lam h a l orang t u a anak tidak cakap me lakukan perbuatan 

h u k u m , a tau t idak diketahui tempat tinggal a tau keberadaannya, 

m a k a seseorang a tau badan h u k u m yang memenuhi persyaratan 

dapat d i tunjuk sebagai wa l i dar i a n a k yang bersangkutan. 

(2) U n t u k menjadi wa l i a n a k sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i l akukan melalui penetapan Pengadilan. 

(3) Wal i yang d i tunjuk agamanya wajib s a m a dengan agama yang 

d ianut anak. 

(4) U n t u k kepentingan anak, wal i a n a k wajib mengelola har ta mi l ik 

anak yang bersangkutan. 

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata per tunjukan wal i sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 28 

Wal i yang d i tunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewaki l i 

anak u n t u k me lakukan perbuatan h u k u m , baik didalam maupun 

di luar Pengadilan u n t u k kepentingan terbaik bagi anak. 
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Pasa l 29 

(1) Da lam h a l anak mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali , 

m a k a har ta kekayaan anak tersebut dapat d iurus melalui balai 

ha r t a Peninggalan a tau lembaga la in yang mempunyai 

kewenangan u n t u k i tu . 

(2) B a l a i ha r ta Peninggalan atau lembaga la in sebagaimana 

d imaskud pada ayat (1) bertindak sebagai Wal i Pengawas un tuk 

mewaki l i kpentingan anak. 

(3) Pengurusan har ta sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan (2) 

h a r u s mendapat penetapan Pengadilan. 

Pasa l 30 

(1) Da lam h a l wa l i yang d i tunjuk ternyata kemudian ha r i t idak cakap 

me lakukan perbuatan h u k u m a tau menyalahgunakan 

kekuasaaannya sebagai wal i , m a k a s tu tus perwal iannya dicabut 

dan d i tunjuk orang la in sebagai Wal i melalui penetapan 

Pengadilan. 

(2) Da lam ha l meninggal dunia , d i tunjuk orang la in sebagai wal i 

mela lui penetapan pengadilan. 

Pasa l 3 1 

(1) Pengangkatan anak hanya dapat d i l akukan u n t u k kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan d i l akukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara 

anak yang diangkat dengan orang t u a kandungnya. 

(3) Calon orang t u a angkat wajib seagama dengan agama yang 

d ianut oleh calon anak angkat. 

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara as ing hanya dapat 

d i l akukan sebagai upaya terakhir dan sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(5) Dalam hak asa l u s u l anak tidak diketahui, maka agama, anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 

Pasal 32 

(1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 

mengenai asa l -usu l dan orang tua kandungnya. 

(2) Pemberitahuan asa l u s u l dan orang tua kandung d i lakukan 

dengan memperhatikan kesiapan mental anak. 

Bagian Keempat 

Penanganan 

Pasal 33 

(1) Sasaran penanganan anak meliputi: 

a. anak di luar asuhan orang tua; 

b. anak dalam si tuasi darurat bencana; 

c. anak yang berhadapan dengan h u k u m ; 

d. anak korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual ; 

e. anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran; 

f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual ; 

g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang; 

h . anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan 

narkot ika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif la innya 

(NAPZA); dan 

i . anak yang berada dalam si tuasi yang sifat dan keadaan 

tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, 

keselamatan, dan moral anak. 

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha rus 

d i lakukan dengan segera meliputi: 

a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan; 

b. tindakan penyelamatan; 

c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara; 

d. rehabilitasi meliputi: 

1. layanan pemulihan kesehatan; dan 

2. layanan pemulihan psikososial 
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e. bantuan pendampingan h u k u m ; dan 

f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca 

rehabi l i tasi . 

Pasa l 34 

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana 

d imaksud dalam Pasa l 33 ayat (2) h u r u f a meliputi: 

a . memast ikan kes iapan layanan pengaduan masa lah perl indungan 

anak; 

b. menindaklanjut i informasi a tau pengaduan/laporan yang diterima 

mengenai masa lah perl indungan anak; dan 

c. mengidentifikasi j en i s masa lah , kebutuhan, dan rencana 

penanganan. 

(2) OPD yang menyelenggarakan u r u s a n Sosia l , Pemberdayaan 

Perempuan, Perl indungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana berkewajiban mengidentifikasi masa lah dan 

mener ima pengaduan/laporan; 

Pasa l 35 

(1) T indakan penyelamatan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 33 

ayat (2) h u r u f b, d i l akukan apabi la berdasarkan has i l identif ikasi 

d iketahui keselamatan anak terancam. 

(2) T indakan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan 

cara memindahkan anak dar i s i tuas i dan l ingkungan yang 

mengancam. 

(3) OPD yang menyelenggarakan u r u s a n Sosia l , Pemberdayaan 

Perempuan, Perl indungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana berkewajiban me lakukan t indakan 

penyelamatan dan berkoordinasi dengan OPD dan/atau ins tans i 

terkait. 

Pasa l 36 

(1) Penempatan anak di r u m a h perl indungan sementara sebagaimana 

d imaksud da lam Pasa l 33 ayat (2) h u r u f c, d i l akukan apabi la 

berdasarkan has i l identif ikasi d iketahui bahwa: 
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a. keselamatan a n a k terancam; 

b. anak t idak memil iki keluarga/pengasuh a tau wal i ; dan 

c. anak t idak dapat d ipersatukan dengan 

keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat . 

(2) Penempatan sebagaimana d imaksud ayat (1) d i l akukan da lam 

wak tu tertentu se lama anak mendapatkan layanan pemul ihan 

dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dini la i memil iki 

kes iapan u n t u k mengasuh dan melindungi anak. 

(3) Penempatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), anak 

mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan 

pendampingan psikososial . 

(4) Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan u r u s a n 

Sosia l , Pemberdayaan Perempuan, Perl indungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban 

u n t u k menyelenggarakan r u m a h perl indungan sementara. 

Pasa l 37 

(1) Layanan pemul ihan kesehatan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 33 ayat (2) h u r u f d angka 1 meliputi: 

a . l ayanan gawat darurat ; 

b. memberikan visum et repertum a t au visum psikiatricum a tas 

permintaan a tau keterangan polisi; 

c. pelayanan lanjutan berupa rawat j a l a n dan/atau rawat inap 

sesua i dengan ketentuan medis; dan 

d. memberikan r u j u k a n lanjutan sesua i dengan keadaan dan 

kondis i korban. 

(2) OPD yang membidangi u r u s a n kesehatan berkewajiban u n t u k 

menyelenggarakan layanan pemul ihan kesehatan. 

Pasa l 38 

(1) Layanan pemul ihan psikososial sebagaimana d imaksud dalam 

Pasa l 33 ayat (2) h u r u f d angka 2 meliputi: 

a . konseling; 

b. terapi psikososial ; 
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c. bimbingan mental dan spiritual; dan 

d. pendampingan. 

(2) OPD yang menyelenggarakan u rusan Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana berkewajiban un tuk menyelenggarakan 

layanan pemulihan psikososial. 

asa l 39 

(1) Layanan bantuan pendampingan h u k u m sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (2) huru f e meliputi: 

a. memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum; dan 

b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan 

atau kejahatan baik pada proses pemeriksaan di sidang 

pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. 

(2) . OPD yang membidangi u rusan perlindungan anak berkewajiban 

un tuk mengkoordinasikan layanan bantuan h u k u m dengan 

instans i terkait. 

Pasal 40 

(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huru f f meliputi: 

a. penelusuran anggota keluarga; 

b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga 

pengganti dan/atau masyarakat; 

c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial; 

d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; 

dan 

e. monitoring dan evaluasi. 

(2) OPD yang menyelenggarakan u rusan Sosial , Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana berkewajiban un tuk menyelenggarakan 

reintegrasi sosial. 
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B A B V 

K E W A J I B A N DAN TANGGUNG J A W A B 

Bagian Kesa tu 

U m u m 

Pasa l 4 1 

Pemerintah Daerah, sektor swasta, masyarakat , keluarga dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung j awab terhadap penyelenggaraan 

perl indungan anak. 

Bagian Kedua 

Kewajiban dan Tanggung J a w a b Pemerintah Daerah 

Pasa l 42 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung j awab un tuk : 

a. menghormati dan menjamin h a k asas i setiap anak tanpa 

membedakan s u k u , agama, ras , golongan, j en i s ke lamin, etnik, 

budaya dan bahasa , s tatus anak, u r u t a n ke lah i ran anak , dan 

kondis i fisik a tau mental anak; 

b. menjamin perl indungan, pemel iharaan, dan kesejahteraan a n a k 

dengan memperhat ikan h a k dan kewajiban orang tua , wal i , a tau 

orang la in yang secara h u k u m bertanggung j awab terhadap anak; 

c. mengawasi penyelenggaraan perl indungan anak; dan 

d. menjamin anak u n t u k mempergunakan h a k n y a da lam 

menyampaikan pendapat sesua i denga u s i a dan kecerdasan 

anak. 

Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Tanggung J a w a b Masyarakat dan Sektor Swas ta 

Pasa l 43 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan sektor swas ta 

mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah 

Daerah u n t u k berperan serta dalam perl indungan terhadap h a k anak 

dan pengawasan baik secara indiv idu, kelompok dan kelembagaan. 

Pasa l 44 
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Bentuk dan peran serta masyarakat dan sektor swas ta dalam 

penyelenggaraan perl indungan anak meliputi: 

a. penyediaan r u m a h a m a n dan r u m a h singgah; 

b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak ; 

c. pendir ian dan pengelolaan pant i a s u h a n anak; 

d. pendir ian tempat rehabi l i tasi anak korban NAPZA; 

e. pemberian bantuan h u k u m terhadap anak yang berhadapan 

dengan h u k u m ; 

f. penyediaan taman bermain anak; 

g. pemberian bantuan biaya kesehatan; 

h . i ku t mengawasi secara akt i f akt iv i tas anak yang t idak sesuai 

dengan norma yang ber laku di masyarakat . 

Bag ian Keempat 

Kewajiban dan Tanggung J a w a b Keluarga dan Orang T u a 

Pasa l 45 

(1) Orang t u a berkewajiban dan bertanggung jawab un tuk : 

a . melindungi, mengasuh, memel iharan dan mendidik anak ; 

b. menumbuhkembangkan anak sesua i dengan kemampuan, 

bakat dan minatnya; dan 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada u s i a dini . 

(2) Da lam h a l orang tua t idak ada, a tau t idak diketahui 

keberadaannya, a tau karena sua tu sebab, t idak dapat 

me laksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya , m a k a kewajiban 

dan tanggung j awab sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

beral ih kepada keluarga yang d i l aksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

B A B V I 

F O R U M ANAK 

Pasal 46 

(1) Pemerintah daerah dapat memfasi l i tasi dan/atau membentuk 

forum anak daerah sebagai wadah bagi anak u n t u k berkumpul , 

menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari , mener ima dan 
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menyampaikan informasi. 

(2) Fo rum anak daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Forum 

anak Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupat i . 

B A B V I I 

KOMIS I PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA D A E R A H 

Pasa l 47 

(1) U n t u k menjamin ter laksananya penyelenggaraan perl indungan 

anak , m a k a dibentuk Komis i Perl indungan Anak Indonesia Daerah 

yang bersifat independen. 

(2) Komis i Perl indungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) beranggotakan min imal 3 (tiga) orang dan 

maks ima l 5 (lima) orang terdiri dar i : 

a . Ketua; 

b. Wak i l ketua; dan 

c. Anggota. 

(3) Keanggotaan Komis i Perl indungan Anak Indonesia Daerah terdiri 

dar i u n s u r Pemerintah Daerah dan/atau tokoh agama dan/atau 

tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial . 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komis i Perl indungan Anak 

Indonesia Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iatur 

dengan Peraturan Bupat i . 

B A B V I I 

PEMBIAYAAN 

Pasa l 48 

(1) Pendanaan penyelenggaraan perl indungan anak bersumber dar i : 

a . Anggaran Pendapatan dan Be lanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah; dan 

c. sumber dana la in yang sah dan t idak mengikat 
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(2) Sumber dana la in yang sah dan tidak mengikat sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f c dikelola sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

B A B I X 

LARANGAN 

Pasa l 49 

Setiap orang dilarang: 

a. memper lakukan Anak secara diskr iminat i f yang mengakibatkan 

Anak mengalami kerugian, baik materi i l maupun mori l sehingga 

menghambat fungsi sosialnya; a t au 

b. memper lakukan Anak Penyandang Disabi l i tas secara diskriminati f . 

Pasa l 50 

Setiap Orang di larang menempatkan, membiarkan, mel ibatkan, 

menyuruh mel ibatkan Anak dalam s i tuas i per lakuan sa lah dan 

penelantaran. 

Pasa l 5 1 

Setiap Orang di larang menempatkan, membiarkan, me lakukan , 

menyuruh me lakukan , a tau turut serta me lakukan Kekerasan terhadap 

Anak. 

Pasa l 52 

Setiap Orang di larang me lakukan Kekerasan a tau ancaman Kekerasan 

memaksa Anak me lakukan persetubuhan dengannya a tau dengan 

orang la in 

Pasa l 53 

Setiap Orang di larang me lakukan Kekerasan a tau ancaman Kekerasan, 

memaksa , me lakukan tipu musl ihat , me lakukan serangkaian 

kebohongan, a tau membujuk Anak u n t u k me lakukan a tau membiarkan 

d i l akukan perbuatan cabul . 

Pasa l 54 

Setiap Orang di larang menempatkan, membiarkan, me lakukan , 
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menyuruh melakukan, a tau turut serta melakukan penculikan, 

penjualan, dan/atau perdagangan Anak. 

Pasal 55 

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati 

budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya 

dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses 

pembangunan masyarakat dan budaya. 

Pasal 56 

Setiap Orang dilarang merekrut a tau memperalat Anak untuk 

kepentingan militer dan/atau la innya dan membiarkan Anak tanpa 

perlindungan j iwa . 

Pasal 57 

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, a tau turut serta melakukan eksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. 

Pasal 58 

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, 

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam 

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkot ika 

dan/atau psikotropika. 

(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, 

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam 

penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat 

adiktif la innya. 

B A B X I 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 59 

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas t indak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat juga 

d i lkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipi l (PPNS) dil ingkungan 

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Da lam me laksanakan tugas penyidikan, para pejabat 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berwenang: 

a . mener ima laporan a tau pengaduan dar i seseorang tentang 

adanya t indak pidana; 

b. me lakukan t indakan pertama pada saat i tu ditempat kejadian 

dan me lakukan pemeriksaaan; 

c. menginterogasi seorang tersangka dan memer iksa tanda 

pengenal dir i tersangka; 

d. me lakukan penyitaan benda a tau surat ; 

e. mengambil s id ik dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang u n t u k didengar dan diper iksa sebagai 

tersangka a tau saks i ; 

g. mendatangkan ah l i yang d iper lukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara; 

h . mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 

petunjuk dar i Penyidik u m u m bahwa t idak terdapat cukup 

bukt i , a tau perist iwa tersebut b u k a n merupakan t indak 

pidana dan se lanjutnya melalui Penyidik U m u m 

member i tahukan h a l tersebut kepada penuntut u m u m , 

tersangka dan keluarganya; dan 

i . mengadakan t indakan la in menurut h u k u m yang dapat di 

pertanggung j awabkan . 

B A B X I I 

K E T E N T U A N PIDANA 

Pasa l 60 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasa l 49 dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-

undangan tentang Perl indungan Anak. 

Pasa l 6 1 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja me lakukan aborsi terhadap 

Anak yang mas ih da lam kandungan dengan a lasan dan tata ca ra 

yang t idak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
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undangan, dipidana sebagaimana diatur peraturan perundang-

undangan tentang Perlindungan Anak. 

(2) T indak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kejahatan. 

Pasal 62 

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 1 , dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan 

perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. 

(2) Dalam ha l Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l u k a berat, 

maka pelaku dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan 

perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. 

(3) Dalam ha l Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-

undangan tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 63 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan 

perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

musl ihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang la in. 

Pasal 64 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 dipidana 

sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang 

Perlindungan Anak. 

Pasal 65 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dar i ayat (2) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dipidana sebagaimana diatur oleh 

peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. 
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B A B X I I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Peraturan daerah in i mula i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Kapuas Hu lu 

Ditetapkan di Putuss ibau 

pada tanggal 27 Desember 2018 

Diundangkan di Putuss ibau 

pada tanggal 28 Desember 2018 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2018 

NOMOR 12 

NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU , 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 12 ) / ( 2018 ) 



P E N J E L A S A N 

ATAS 

PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK 

P E N J E L A S A N UMUM 

Anak adalah amanah sekal igus k a r u n i a T u h a n Yang 

Maha E s a , yang senant iasa h a r u s k i t a jaga karena da lam 

dir inya melekat harkat , martabat, dan hak -hak sebagai 

m a n u s i a yang h a r u s di junjung tinggi. Hak asas i anak 
i 

merupakan bagian dar i h a k asas i m a n u s i a yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perser ikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak -Hak Anak. Dar i s is i kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah m a s a depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap a n a k berhak 

a tas kelangsungan hidup, tumbuh , dan berkembang, 

berpartisipasi serta berhak atas perl indungan dar i tindak 

kekerasan dan d iskr iminas i serta h a k sipi l dan kebebasan. 

Perl indungan terhadap hak -hak a n a k telah diatur 

da lam banyak peraturan perundang-undangan antara 

la inUndang-Undang Nomor 4 t ahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002, 

tentang perl indungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 

2012 tentang S is tem Peradilan P idana Anak dan la in- la in. 

Tetapi h a k a n a k yang telah diatur di da lam berbagai peraturan 

perundang-undangan tersebut ternyata mas ih perlu 

d isesua ikan dengan kondis i di daerah. 

Peraturan Daerah in i mengatur mengenai 

perl indungan kepada a n a k disebabkan posisi mereka yang 

sangat rentan terhadap kekerasan dan d iskr iminas i . 

D iper lukan sebuah peraturan perundang-undangan yang 

bersifat affirmatif u n t u k melindungi dan menjamin hak -hak 
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anak agar mereka memperoleh kesempatan u n t u k tumbuh 

kembang yang layak. 

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan 

tanggung j awab bersama anta ra pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada 

umumnya , dun ia usaha , serta lembaga-lembaga yang secara 

k h u s u s akt i f d i da lam pemenuhan h a k - h a k anak. Fokus u tama 

pemenuhan h a k anak di dalam Peraturan Daerah in i meliputi 

an ta ra la in : 

a . perl indungan Anak bagi Anak Da lam Kandungan; 

b. perl indungan Anak bagi Anak Ba l i ta ; 

c. perl indungan Anak bagi Anak U s i a Sekolah; 

d. perl indungan Anak bagi Anak Ter lantar; dan 

e. perl indungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan 

Perl indungan K h u s u s . 

PASAL D E M I PASAL 

Pasa l 1 

C u k u p J e l a s . 

Pasa l 2 

H u r u f a. 

Yang d imaksud dengan " h a k u n t u k dapat h idup" 

ada lah hak asas i yang paling mendasar bagi anak 

yang dil indungi oleh pemerintah daerah, 

masyarakat keluarga, dan orang t u a 

Huru f b. 

C u k u p J e l a s 

Huru f g. 

Yang d imaksud dengan "menyatakan dan didengar 

pendapatnya" adalah penghormatan atas h a k anak 

u n t u k berpartisipasi dan menyampaikan 

pendapatnya dalam pengambilan keputusan 

terutama j i k a menyangkut h a l yang mempengaruhi 

kehidupannya. 
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Huru f i . 

Yang d imaksud dengan "memperoleh perl indungan 

dar i penyalahgunaan da lam kegiatan dan 

seterusnya adalah dalam semua t indakan yang 

menyangkut anak yang d i l akukan oleh pemerintah 

daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat , 

m a k a kepentingan yang terbaik anak h a r u s 

menjadi pertimbangan utama. S ikap dan 

per lakuan terhadap anak dengan t idak me lakukan 

pembedaan atas dasar us i a , j en i s ke lamin, ras , 

s u k u , agama dan antar golongan, dan kondisi 

anak. 

Pasa l 3 

C u k u p je las . 

Pasa l 4 

C u k u p je las . 

Pasa l 5 

C u k u p je las . 

Pasa l 6 

C u k u p je las . 

Pasa l 7 

C u k u p je las . 

Pasa l 8 

C u k u p je las . 

Pasa l 9 

C u k u p je las . 

Pasa l 10 

C u k u p Je l a s . 

Pasa l 11 

C u k u p je las . 

Pasa l 12 

H u r u f a 

Yang d imaksud dengan "Anak dalam s i tuas i 

darurat " adalah anak yang berada dalam s i tuas i 

dan kondis i yang membahayakan dir inya seperti 

korban ke rusuhan , anak yang menjadi pengungsi, 
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anak korban bencana a lam dan anak dalam konfl ik 

bersenjata. 

Huru f b 

Yang d imaksud dengan "Anak Yang Berhadapan 

Dengan H u k u m " adalah anak yang berkonflik 

dengan h u k u m dan anak korban t indak pidana. 

Huru f c 

Yang d imaksud dengan "Anak dar i kelompok 

Minoritas dan terisol isasi" adalah anak yang hidup 

da lam s i tuas i keterpencilan d imana mereka t idak 

dapat mengakses kebutuhan dasar. 

H u r u f d 

Yang d imaksud dengan "Anak Yang Tereksploitasi 

Ekonomi " ada lah anak yang d ipaksa dan dit ipu 

u n t u k dipekerja oleh orang t u a a tau orang la in 

dengan t idak dibayar a tau dibayar. 

Huru f e 

Yang d imaksud dengan "Anak Yang menjadi 

Korban Penyalahgunaan NAPZA" ada lah Anak yang 

menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang 

disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas 

kemauan sendiri a taupun karena dorongan a tau 

paksaan orang la in . 

Huru f h 

Yang d imaksud dengan "Anak korban pencul ikan, 

penjualan, dan/atau perdagangan " adalah t indak 

p idana a tau perbuatan yang memenuhi sa lah satu 

a tau lebih u n s u r - u n s u r perekrutan, pengiriman, 

penyerahterimaan a n a k dengan menggunakan 

kekerasan a tau ancama kekerasan, penipuan, 

pencul ikan, penyekapan, penyalahgunaan 

kekuasaan , pemanfaatan posisi kerentanan a tau 

penjeratan hutang u n t u k tu juan dan a tau 

berakibat mengeksploitasi" anak. 
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Huruf i 

Yang dimaksud dengan "Anak Korban Tindak 

Kekerasan" adalah anak yang mendapatkan 

per lakuan kasar baik secara fisik, mental dan 

sosial. 

Huruf 1 

Yang dimaksud dengan "Anak Penyandang 

Disabil i tas" adalah anak yang mengalami 

hambatan fisik dan/atau mental sehingga 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 

secara wajar. 

Huru f m 

Yang dimaksud dengan "Anak Korban Per lakuan 

Sa lah " adalah anak yang mendapat perlakuan 

tidak sesuai dengan hak-hak anak. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup je las. 

Pasal 15 

Cukup je las. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup je las. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup je las. 

Pasal 21 

Cukup je las. 

Pasal 22 

Cukup je las. 
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Pasa l 23 

C u k u p jelas. 

Pasa l 24 

C u k u p je las. 

Pasa l 25 

C u k u p je las. 

Pasal 26 

C u k u p je las. 

Pasa l 27 

C u k u p je las. 

Pasa l 28 

C u k u p je las. 

Pasa l 29 

C u k u p je las. 

Pasa l 30 

C u k u p je las. 

Pasa l 31 

C u k u p je las. 

Pasa l 32 

C u k u p je las. 

Pasa l 33 

C u k u p je las. 

Pasa l 34 

C u k u p Je las . 

Pasa l 35 

C u k u p jelas. 

Pasa l 36 

C u k u p je las. 

Pasa l 37 

C u k u p jelas. 

Pasa l 38 

C u k u p je las. 

Pasa l 39 

C u k u p Je las . 



Pasa l 40 

C u k u p jelas. 

Pasa l 41 

C u k u p jelas. 

Pasa l 42 

C u k u p je las. 

Pasa l 43 

C u k u p je las. 

Pasa l 44 

C u k u p je las. 

Pasa l 45 

C u k u p je las. 

Pasa l 46 

C u k u p je las. 

Pasa l 47 

C u k u p je las. 

Pasa l 48 

C u k u p jelas. 

Pasa l 49 

C u k u p jelas. 

Pasal 50 

C u k u p je las. 

Pasa l 51 

C u k u p je las. 

Pasa l 52 

C u k u p je las. 

Pasa l 53 

C u k u p je las. 

Pasa l 54 

C u k u p je las. 

Pasa l 55 

C u k u p je las. 

Pasal 56 

C u k u p jelas. 

Pasa l 57 

C u k u p je las. 



I 

Pasa l 58 

C u k u p je las . 

Pasa l 59 

C u k u p je las . 

Pasa l 60 

C u k u p je las . 

Pasa l 6 1 

C u k u p je las . 

Pasa l 62 

C u k u p je las . 

Pasa l 63 

C u k u p je las . 

Pasa l 64 

C u k u p je las . 

Pasa l 65 

C u k u p je las . 

Pasa l 66 

C u k u p je las . 

TAMBAHAN L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

NOMOR 82 
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